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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara:

.......... , tempat dan tanggal lahir Labuan, 16 Juni 1991, NIK
6405025606910002, agama Islam, pendidikan SLTA,
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di ...... , sebagai Penggugat;

melawan

.......... , tempat dan tanggal Ilahir Nunukan, 12 Juli 1992, NIK.
6405021207920007, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ...... Kabupaten
Nunukan , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan telah memeriksa

alat-alat bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 17
November 2020 yang telah terdaftar pada hari itu juga di kepaniteraan
Pengadilan  Agama Nunukan dalam register perkara Nomor
.../Pdt.G/2020/PA.Nnk yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan

hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari’at Islam pada tanggal
14 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 443/32/V/2014 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi
Kalimantan Timur tanggal 14 Mei 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

rumah kediaman Amirudin di Jalan Sutanto Desa/Kelurahan Nunukan Tengah
Kecamatan Nunukan selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di
kediaman orang tua di Jalan Sungai bilal Desa/Kelurahan Nunukan Barat
Kecamatan Nunukan selama 4 tahun dan hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
suami istri yang baik, namun telah dikaruniai seorang keturunan
1..... umur 6 tahun;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak September 2016 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran di sebabkan;

a. tergugat mempunyai perangai yang buruk,

b. tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saya sejak 5 tahun
yang lalu,

c. tergugat tidak menghormati orang tua saya,

d. saya selalu diberikan kata-kata kasar

e. tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak saya selama 5 tahun
terakhir ini

f. saya pernah memasukkan gugatan tapi saya tarik kembali karna ada
kesepakatan bersama tetapi tergugat tidak mengindahkan malah tidak mau
meminta maaf ke orang tua saya

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2015
akibatnya saya pindah ke rumah orang tua saya

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai
sekarang selama 5 tahun

7. Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada
komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun
tidak berhasil

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta — fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak
sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
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10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada menerusakan perkawinan, oleh karena
itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (........ ) terhadap Penggugat (.......... )

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan
yang sah menurut hokum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan naehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang
tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
mana beberapa hal dilakukan perubahan oleh Penggugat dengan perubahan
posita ppoin 4 tentang cekcok terjadi pada tanggal 10 Desember 2020
selebihnya tidak ada perubahan maupun tambahan
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti surat berupa:
A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ........ NIK. ...... , tertanggal 3
September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor ........
Tanggal 14 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1 , tempat dan tanggal lahir Adonara, 29 Maret 1993, agama
Kristen Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat
tinggal di ......... , di bawah sumpah telah memberikan keterangan
sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi
merupakan teman dekat Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada
tahun 2014 dan dikarunia 1 (satu) orang anak;

— Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di JI. Sutanto Nunukan Tengah lalu pindah kerumah
orang tua Tergugat di Sungai bilal kurang lebih 5 tahun;

— Bahwa saksi mengetahui dari rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun menurut cerita dari
Penggugat sejak tahun 2015 keduanya tidak harmonis dan sering
bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk dan tidak sopan kepada
orang tua Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

rumah sejak pertengahan tahun 2015;
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— Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

— Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

20 e, , tempat dan tanggal lahir Sandosi , 1 Juli 1965, agama Kristen
Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di ........ , Kabupaten Nunukan, saksi tersebut dibawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi
merupakan Bibi Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan
dikarunia 1 (satu) orang anak;

— Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di JI. Sutanto lalu pindah kerumah orang tua Tergugat;

— Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun
sejak bulan pertengahan tahun 2015 keduanya tidak harmonis dan
sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cekcok diakibatkan suka
mabuk dan kurang sopan kepada mertua serta kurang menafkahi
Penggugat dan anaknya

— Bahwa saksi mengetahui hingga kini Tergugat telah pisah rumah sejak 5
tahun yang lalu;

— Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

— Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para
saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala

sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam
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berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Nunukan untuk mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perkara Cerai
Gugat dan perkara cerai gugat itu adalah merupakan wewenang Pengadilan
Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf
(@) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 serta keterangan
Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan oleh istri
sebagai Penggugat dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat), oleh
karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama
Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah
keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat maka
harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat yang beragama Islam dan
Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 mei
2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 443/032/V/2014, tanggal 14 Mei
2014 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat
memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara a quo dapat diterima dan

dilanjutkan untuk diperiksa;
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Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa
perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian
dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat selama
berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka
cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan
perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal
Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat
perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan
sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan
verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan
verstek, akan tetapi perkara a quo adalah perkara perkawinan yang merupakan
perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil
Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup
rukun dalam rumah tangga mereka adalah sesuai menurut Pasal 39 (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa perubahan dan/atau perbaikan gugatan yang
diajukan oleh Tergugat tidak mengubah materi pokok perkara, tidak prinsipal
dan tidak mengubah posita gugatan, maka Majelis Hakim mengizinkan
Penggugat untuk mengajukan perubahan pada surat gugatannya agar
pemeriksaan perkara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 127
Rv yang berbunyi, “Penggugat (Pemohon) berhak mengubah atau mengurangi
tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah
pokok gugatannya (permohonannya) ”;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Rv (Reglement op de
burgerlijk Rechtsvordering) tersebut sudah tidak diberlakukan, tetapi karena
memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau
prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim tetap
berpedoman pada Rv (Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah
diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat
bertanda P.1, dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea
Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua
bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa,
memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah
sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima
sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175
R.Bg;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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Sipil Kota Tarakan dan bukti surat bertanda P.2, dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut
merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam
persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di
atas;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan
Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam
perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain
sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg.
keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu
kesaksian, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2
(dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai
nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas
dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di
persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah disebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus
sejak tahun 2015 sampai sekarang disebabkan Tergugat sering mabuk dan
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak menghargai mertua
akibatnya sering berselisih dan bertengkar;
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Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat,
Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi
Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum yang pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama berumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

— yang Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian terjadinya pertengkaran terus menerus sejak
tahun 2015 sampai sekarang pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat
seringmabuk dan kurang sopan kepada orang tua Pnggugat serta tidak
memberi nafkah kepada penggugat;;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan
tahun 2015;

— Bahwa, telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

namun tidak berhasi;;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sanggup lagi untuk

dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan
memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan
tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah
tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa
saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat
bahwa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak
harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telah sesuai
dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang
mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka
rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
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Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih pertengahan tahun 2015
sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah
kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan
perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa
sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan
batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum
ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman
(sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat
pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk
keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban
suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia,
saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung
jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok
gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi
karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah,
mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah
tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang

berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang
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lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal
agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih
diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul
fikih yang artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik
kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang
terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan
tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan
dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh
karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat
(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in
shughraa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto
Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
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2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat (.......... ) terhadap
Penggugat (.......... );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Th. Agus Setiawarga,
S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Rahmat Tri Fianto S.H.l., M.H., dan Zainal
Abidin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis, Ketua Majelis,

Rahmat Tri Fianto S.H.I., M.H., Tb. Agus Setiawarga, S.H.l., M.H
Anggota Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.
Panitera Pengganti,
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Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :
- Biaya Pendaftaran ‘Rp 30.000,00

- Biaya Proses 'Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan :Rp  300.000,00
- PNBP Panggilan 'Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Biaya Meterai ‘Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);
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